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ABRIANTO (B 111 06 290), PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP 
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI) TANPA IZIN 
DINAS KESEHATAN dibimbing oleh Ibu Nurfaidah Said dan Ibu Hj. Sakka 
Pati. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban 
produsen yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan dan 
pertanggungjawaban pemerintah terhadap konsumen yang mengalami 
kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki izin Dinas 
Kesehatan. 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Yayasan 
Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung melalui tanya 
jawba berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, 
kuisioner serta pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang 
berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik 
pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang 
diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa bentuk tanggung 
jawab produsen dan tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen 
akibat mengkonsumsi produk home industri yang tidak memiliki ijin  dari 
dinas kesehat. Bahwa bentuk pertangung jawaban yang dillakukan oleh 
oleh produsen berdasarkan wawancara mengatakan bahwa tanggung 
jawab yang dilakukan berupa menarik kembali produk yang ada dipasaran 
dan kemudian memberikan ganti kerugian sesuai permohonan konsumen 
yang merasa dirugikan. 
Selanjutnya tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, 
Gizi, dan Pangan Pasal 47 ayat (2) pemerintah dalam hal ini Dinas 
Kesehatan kota Makassar apabila ada konsumen yang merasa dirugikan 
akibat mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga  yang tidak terdaftar 
melakukan tindakan berupa penarikan produk tersebut dari pasaran, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan 
peningkatan kesejahteraanya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, 
kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak 
kebutuhan tesebut adalah kebutuhan pangan atau makanan.  
Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok 
bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian 
dan papan/perumahan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas 
bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri 
dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat 
asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. 
Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam 
bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi 
makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar. Pada 
era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan 
minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industri yang bergerak 
dalam bidang makanan dan minuman adalah Home Industry. Home 
Industry makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang 
sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh 
kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Home Industry yang 
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tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan 
skala usaha yang berbeda-beda. 
Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk 
kreasi hasil Home Industry salah satunya yang paling marak adalah usaha 
di sektor makanan dan minuman. Antara lain: membuat donat, coklat, roti 
unyil, minuman kemasan dari lidah buaya, rumput laut, dan sebagainya. 
Dari semula iseng-iseng, ternyata produk Home Industry ini malah sudah 
mulai mendapat tanggapan pasar yang cukup baik. 
Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya Home Industry 
adalah industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang 
tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh 
masyarakat secara luas dan memberikan konstribusi bagi pengembangan 
ekonomi masyarakat kecil dan menengah. 
Dalam upaya menumbuhkembangkan industri tersebut, maka 
pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya 
pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran 
maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan 
bagi masyarakat. 
Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas 
dari perlindungan konsumen, agar dapat mengonsumsi makanan dengan 
aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting 
peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat 
kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pemerintah sangat 
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mendukung adanya masyarakat yang berswadaya dengan landasan 
Home Industry, Namun sebelum seorang pelaku usaha memulai Home 
Industry hendaknya terlebih dahulu mengetahui secara global peraturan 
yang mengatur Home Industry. 
Berdasarkan UU RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatur 
bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah 
untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu 
dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut 
diatas maka SP-IRT(Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin 
Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri 
Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan 
dalam posisi strategis dan sehat. 
Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan 
konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka 
untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang 
dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar 
dapat dilindungi dengan adil. Dalam hal ini peranan Negara sangat 
dibutuhkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna 
melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. 
Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang 
mengatur kepentingan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diundangkan pada tanggal 20 
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april 1999 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 20 april 2000 satu tahun 
setelah undang-undang tersebut dikeluarkan. Dengan berlakunya 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka ketentuan 
dalam perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh 
belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak 
bertentangan dengan undang-undang tersebut. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen ini dapat dijadikan payung (umbrella act) bagi perundang-
undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang 
sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti (Janus Sidabalok, 
2010:50). 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang 
Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni.“Pelaku Usaha dilarang 
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
Menurut Nurmadjito (Ahmadi Miru &Sutarman Yodo, 2008:65) 
larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang 
dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak 
edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha 
baik melalui label,etiket, iklan, dan lain sebagainya. 
Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen 
tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha.Undang-
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Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang 
sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam 
menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang 
berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap 
memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan 
menengah(Happy Susanto, 2008:4). 
Namun, kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak 
terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali pelaku usaha 
mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Akhir-akhir ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya 
pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama 
makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan 
yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau 
bahan pengawet makanan lainnya. Keamanan pangan di Indonesia masih 
jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan 
makanan yang banyak terjadi belakangan ini. 
Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum 
mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka 
konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen 
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makanan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan 
semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh 
keuntungan yang sebanyak-banyaknya.(Celina Tri Siwi Krisyanti, 
2009:170). Sebagai konsumen tentunya masyarakat akan sangat 
dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar 
kesehatan, apalagi membawa dampak  yang buruk dalam kehidupan 
masyarakat. 
Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan 
konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-
masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam 
pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, 
masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, 
dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. 
Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan di 
berbagai media massa. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan 
akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apabila masih 
banyak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, masalah perlindungan 
konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. 
Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni 
banyaknya beredar produk Home Industry yang tidak memiliki izin dari 
Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha Home Industry 
menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka 
banyak pelaku usaha Home Industry “kucing-kucingan” dengan aparat 
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kepolisian dan badan POM. Sehingga banyak ditemui produk pangan 
yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan ( Bahan 
Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa ), masih 
banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan 
dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan 
pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu 
produk Home Industry khususnya produk pangan harus sesuai dengan 
standar agar aman dikonsumsi. 
Produk Home Industry yang telah memiliki izin Dinas Kesehatan 
berarti produk tersebut telah sesuai standar  atau persyaratan, keamanan, 
mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk Home 
Industry yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk 
makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan 
oleh pihak yang berwenang memeriksanya. 
Produk Home Industry yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan 
jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik 
kerugian secara materi  maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan 








Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban terhadap produk 
Industri Rumah Tangga (home industry) tanpa izin Dinas Kesehatan 
namun banyak terdapat di pasaran yang apabila digunakan tentu 
sajaakan banyak merugikan konsumen. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan 
dibahas oleh penulis adalah: 
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban produsen yang tidak 
memiliki registrasi Dinas Kesehatan ? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap konsumen 
yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak 
memiliki izin Dinas Kesehatan? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen atas 
barang dagangannya yang tidak memiliki registrasi Dinas 
Kesehatan. 
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi 
barang yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan. 
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Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk pangan 
Industri Rumah Tangga yang aman untuk dikonsumsi. 
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi produsen pangan Industri 
Rumah Tangga dalam mengolah dan menyalurkan hasil 
produksinya. 
3. Memberikan kontribusi bagi upaya-upaya dalam menata 
pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk pangan 






























A. Pertanggungjawaban Produsen 
1. Pertanggungjawaban Produsen Pangan menurut Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan 
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga 
merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem 
perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab 
sehingga terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya 
pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang 
mengatur hal tersebut. Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 
tentang Pangan diundangkan pada tanggal 4 november 1996. 
Dengan adanya undang-undang ini, maka terbukalah saluran 
hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika mendapat 
kerugian akibat mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian 
terhadapnya. 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Undang-Undang 
Pangan ini dapat disebut sebagai bagian  dari Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen tersebut. Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen sebagai hukum umum (lex generalis)-nya dan Undang-
Undang Pangan sebagai hukum khusus (lex specialis) –nya, yaitu 
bahwa Undang-Undang Pangan berlaku khusus mengenai 
perlindungan terhadap konsumen pangan. 
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Sebagaimana telah diakui dalam bagian konsiderans dari 
Undang-Undang Pangan tersebut bahwa pangan merupakan 
kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi 
setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia 
yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan 
tersedia secara cukup. Jadi, pengadaan dan pendistribusian 
pangan pun harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab 
sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli 
masyarakat. (Janus Sidabalok, 2010:122). 
Sehubungan dengan pengadaan pangan yang dimaksud, 
tidak akan tertutup kemungkinan beredarnya pangan yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan yaitu, aman, bermutu, dan bergizi 
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini 
kemudian disadari oleh pembuat undang-undang sehingga pada 
Bab VI, pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang 
Pangan diaturlah mengenai tanggung jawab industri pangan. 
1. Dasar Pertanggungjawaban 
Melihat pada pengaturan Pasal 41 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, dijelaskan 
bahwa produsen pangan, baik berupa badan usahanya 
maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas 
usaha itu, adalah bertanggung jawab atas keamanan pangan 
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yang diproduksinya. Pasal ini menegaskan bahwa harus ada 
pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan 
(produk),  jika ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain 
akibat mengonsumsi produk pangan tersebut. 
Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, apabila ada 
kewajiban untuk membuktikan kesalahan, berarti kesalahan 
itulah yang dijadikan sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk 
bertanggung jawab, karena kesalahan itu dipandang sebagai 
penyebab timbulnya kerugian. Pada Pasal 1365 KUH Perdata 
secara tegas disebutkan bahwa kesalahan dapat dijadikan 
sebagai dasar pertanggungjawaban. Sehingga dapat pula 
dikatakan bahwa ketentuan pada Pasal 41 Undang-Undang 
Pangan sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang 
perbuatan melawan hukum, dan perbuatan produsen yang 
menimbulkan kerugian bagi konsumen karena telah 
mengonsumsi produk yang merugikan, membahayakan 
keselamatan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
melawan hukum. 
Pada Pasal 41 Undang-Undang Pangan juga dijelaskan 
bahwa yang dapat menuntut ganti rugi adalah orang 
perseorangan (manusia) yang telah mengonsumsi pangan dan 
kemudian menjadi sakit atau bisa juga ahli waris jika konsumen 
itu akhirnya meninggal dunia. Yang dimaksud orang 
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perseorangan pada pasal ini adalah setiap orang yang telah 
mengonsumsi pangan tanpa mempersoalkan dari mana dan 
dengan cara bagaimana makanan tersebut diperolehnya. Jadi, 
tidak terbatas hanya pada konsumen pembeli, melainkan 
mereka yang telah memperoleh pangan dengan cara apa pun, 
misalnya anggota keluarga, tamu, dan juga mereka yang 
mendapatkan pangan sebagai pemberian, hadiah dan 
sebagainya. Undang-Undang Pangan tidak mensyaratkan 
adanya hubungan hukum terlebih dahulu sebagai alasan 
hukum untuk dapat menuntut kerugian. 
Pada rumusan perbuatan melawan hukum, ada empat 
hal yang dilanggar  supaya perbuatan tersebut dapat dikatakan 
sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang 
lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 
bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan 
sikap hati-hati yang patut dituntut dalam pergaulan masyarakat 
perihal menjaga diri dan barang milik orang lain. Peristiwa 
sakit/meninggalnya orang karena mengonsumsi pangan, berarti 
produsen telah melanggar hak orang lain, yaitu hak konsumen 
untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan dan 
keselamatannya. 
Selain itu, produsen telah bertindak bertentangan 
dengan hukum, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya 
14 
 
sebagaimana mestinya, seperti yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan perihal memproduksi dan 
mengedarkan pangan yang baik bagi kesehatan. Kewajiban 
produsen, antara lain adalah kewajiban berhati-hati (duty of 
care) dalam melakukan produksi dan mengedarkan makanan 
(Janus Sidabalok, 2010:131). 
2. Jenis dan Besarnya Kerugian yang Dapat Dituntut 
Kerugian dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu 
berupa economic loss dan physical harm. Kerugian yang 
berkaitan dengan tanggung jawab produsen pangan menurut 
Pasal 41 Undang-Undang Pangan adalah kerugian berupa 
Physical harm, yaitu kerugian yang timbul karena berkurangnya 
kesehatan/terganggunya kesehatan konsumen dan matinya 
orang. 
Economic loss, yaitu kerugian berupa hilangnya atau 
berkurangnya sejumlah harta kekayaan sebagai akibat dari 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. 
Jadi, kerugian yang dapat dituntut dari produsen pangan 
hanyalah kerugian berupa physical harm, sedangkan kerugian 
yang tergolong pada economic loss tidak dapat dituntut 
berdasarkan Undang-Undang Pangan, tetapi tidak menutup 
kemungkinan konsumen dapat menuntut kerugian yang berupa 
economic loss, tetapi harus memakai ketentuan perundang-
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undangan lain. Pada Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 
telah ditentukan mengenai batasan besarnya ganti kerugian 
yang dapat dituntut. 
Pasal 41 ayat (2) menjelaskan bahwa kerugian yang 
dialami adalah akibat langsung yang ditimbulkan oleh pangan 
yang merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. 
Ayat (3) menjelaskan bahwa kerugian sebagai akibat langsung 
itu harus nyata, artinya benar-benar sudah terjadi dan dialami 
oleh konsumen. 
Pasal 41 ayat (5) menjelaskan batasan besarnya ganti 
rugi yang dapat dibebankan kepada produsen, yaitu setinggi-
tingginya Rp 500.000.000,00 untuk setiap korban. Undang-
Undang Pangan ini memberikan batasan terhadap besarnya 
ganti kerugian meskipun dapat dibuktikan yang lebih besar dari 
itu. Ini berarti kerugian itu harus dibuktikan. Kerugian yang tidak 
terbukti tidak dapat dituntut penggantiannya. 
3. Pihak-pihak yang dapat dituntut Bertanggung jawab 
Dalam Undang-Undang Pangan Pasal 41 ayat (1) 
mengatakan bahwa : 
 
“Badan yang memproduksi pangan olahan untuk 
diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan 
usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya 
usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan 
pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang 
lain yang mengonsumsi makanan tersebut.” 
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Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa 
tanggung jawab yang dimaksud tidak hanya berlaku bagi badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak. 
Tetapi, tanggung jawab yang dimaksud juga berlaku bagi orang 
perorangan yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya 
usaha tersebut, khususnya orang yang bertanggung jawab di 
bidang pengawasan keamanan pangan pada badan usaha 
yang bersangkutan, baik berdasarkan kontrak maupun 
kesepakatan lain. 
Pada Pasal 42 Undang-Undang Pangan menjelaskan 
kemungkinan konsumen yang mengalami kerugian untuk dapat 
menggugat pihak lain, yaitu pihak distributor, agen, pengecer, 
dan/atau impotir akan tetapi, ketentuan ini berlaku bila badan 
usaha dan/atau orang perseorangan yang bertanggung jawab 
dalam badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
Undang-Undang Pangan tidak diketahui atau tidak berdomisili 
di Indonesia. Berarti ketentuan ini berlaku untuk kasus yang 
ditimbulkan oleh produk pangan olahan impor. 
2. Pertanggungjawaban Produsen menurut Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Undang-undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-
aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa 
payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut 
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konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang 
perlindungan konsumen. 
 Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen cukup memadai. Kalimat yang 
terdapat dalam Pasal tersebut menyatakan “segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng 
untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan 
pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan 
konsumen.  
Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, bukan berarti 
kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian teristimewa 
karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh 
para pelaku usaha (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008:1). 
Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak 
hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, akan 
tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen 
akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau 





1. Dasar Pertanggungjawaban   
Berdasarkan isi Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa 
undang-undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi 
dasar pertanggungjawaban pelaku usaha sehubungan dengan 
kerugian yang timbul pada konsumen. Pasal 19 ayat (1) 
mengatakan bahwa: 
 
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 




Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat dilihat 
bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. 
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran  
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen 
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau 
jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar 
pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung 
jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami 
konsumen. 
Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti 
kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian 
barang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan 
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kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus 
kepada konsumen (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008:126). 
Pada isi Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen tentang jangka waktu pemberian ganti rugi, yaitu tujuh 
hari setelah tanggal transaksi, dapat disimpulkan bahwa tanggung 
jawab itu sifatnya mutlak (strict) sebab Pasal 19 ayat (3) ini tidak 
menganjurkan supaya persoalan ganti rugi itu diselesaikan melalui 
pengadilan yang membutuhkan prosedur persidangan yang relatif 
lama. artinya, menurut pembuat undang-undang, jika konsumen 
menderita kerugian sebagai akibat dari penggunaan atau 
pemakaian produk, dapat langsung menuntut ganti rugi kepada 
produsennya. Apabila ternyata produsen tersebut menolak 
menanggapi atau membayar ganti rugi, barulah kemudian produsen 
dapat dituntut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke 
pengadilan (Janus Sidabalok, 2010:156). 
2. Jenis dan Besarnya Kerugian yang Dapat Dituntut 
Kerugian yang dapat dituntut dari produsen, menurut Pasal 
19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari: 
1. Kerugian atas kerusakan 
2. Kerugian karena pencemaran 
3. Kerugian konsumen sebagai akibat mengonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen besarnya ganti kerugian yang dapat 
dituntut dari pelaku usaha adalah kerugian sebagai akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 60 ayat (2) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sanksi 
administratif berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan 
oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) paling 
banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Janus Sidabalok, 
2010:159). 
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Dituntut Bertanggung Jawab 
Pada perkembangan masa kini produsen memiliki kewajiban 
untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang dan/atau 
jasa yang dihasilkannya. Segala bentuk pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada 
adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari 
pelaku usaha yang telah merugikannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat 
(1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen 
akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan(Happy Susanto, 2008:38). 
Menurut Nurmadjito, pelaku usaha atau produsen yang 
diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku 
usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 
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1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan 
mentah atau komponen. 
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk 
dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai produsen. 
3. Mengimpor barang ke wilayah Republik Indonesia. 
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, 
baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas 
identitasnya. 
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau 
membangun apartemen 
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat 
berat (Happy Susanto, 2008:38). 
a. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Konsumen dengan pelaku usaha mempunyai hubungan 
yang saling membutuhkan.Pelaku usaha dalam memasarkan 
barang dagangannya pasti membutuhkan konsumen.Dalam hal 
ini, seorang konsumen tentu mempunyai hak dan kewajiban yang 
harus dipenuhi. 
Pelaku usaha sering mengabaikan hak konsumen sehingga 
konsumen harus memperjuangkan hak-haknya usaha dipenuhi 
oleh pelaku usaha. Sementara bagi konsumen, harus dapat 
menjadi konsumen yang baik karena ada juga konsumen yang 
sengaja mau mengabaikan pelaku usaha walaupun jumlahnya 
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cenderung sangat kecil bila dibandingkan dengan pelaku usaha 
yang tidak memperhatikan hak dari konsumen (Adityan Sugiarto, 
2010:20) 
Bagi seorang konsumen, biasanya yang penting adalah 
mendapatkan barang yang dia inginkan. Sementara bagi pelaku 
usaha, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya sehingga sering timbul pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelaku usaha yang akan merugikan konsumen. Adapun yang 
menjadi hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut: 
1. Hak Konsumen 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen hak dari konsumen ialah sebagai berikut : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
Barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan 
oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan 
konsumen, Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari 
barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang 
dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi 
sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan 
rohani. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan 
secara ketat. Hal ini dapat memberikan salah satu jaminan 
keamanan bagi konsumen. 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. 
Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak 
menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan 
dari pihak luar sehingga ia tidak bebas membeli. Hak untuk 
memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang 
atau suatu golongan diberi hak monopoli untuk memproduksi 
dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan 
konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang satu 
dengan produk yang lain. 
Undang–undang No.5 tahun 1999 tentang Praktik 
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi 
dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa 
tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha. Dampak dari praktik monopoli ini adalah adanya praktik 
persaingan tidak sehat (unfair competition) yang merugikan 
kepentingan konsumen. 
Jika monopoli itu diberikan kepada perusahaan yang 
tidak berorentasi pada kepentingan konsumen, akhirnya 
konsumen didikte, suka maupun tidak suka untuk 
mengkonsumsi barang atau jasa itu tanpa ada pilihan lain. 
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Dalam keadaan seperti itu pelaku usaha dapat secara sepihak 
mempermainkan mutu barang dan harga jual. 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. 
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen 
harus disertai informasi yang benar.Informasi ini diperlukan 
agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru 
atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan 
dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui 
iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan 
produk kemasan ( barang ).  
Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, 
maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap 
keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk 
pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan yang secara ideal 
diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen, 
seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan memuat 
informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi 
kriteria kejahatan yang lazim disebut mispresentation. Bentuk 
kejahatan ini ditandai oleh (N.H.T. Siahaan, 2005:12 ): 
a) Pemakaian pernyataan yang jelas – jelas salah ( false 




b) Pernyataan yang menyesatkan, misalnya ada khasiat 
tertentu padahal tidak ada khasiat tertentu tersebut. 
Menurut Troelstrup (Celina tri siwi kristiyanti, 2009:34) 
konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang 
lebih releven dibandingkan dengan saat dibandingkan dengan 
sekitar 50 tahun lalu. Alasannya: 
a) Terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja 
penjualannya; 
b) Daya beli konsumen makin meningkat; 
c) Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, 
sehingga belum banyak diketahui semua orang; 
d) Model-model produk lebih cepat berubah; 
e) Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga 
membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-
macam produsen atau penjual. 
 
 Hak untuk mendapatkan informasi ini menurut Hans W. 
Micklitz ( Celina tri siwi kristiyanti, 2009:34 ), seorang ahli hukum 
konsumen dari Jerman, dalam ceramah di jakarta, 26-30 oktober 
1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Ia 
menyatakan : 
“Sebelum melangkah lebih detail dalam perlindungan 
konsumen, terlebih dulu harus ada persamaan persepsi 
tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan 
perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat 
dibedakan dua tipe konsumen, yaitu: 
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a. Konsumen yang terinformasi (well-informed). Ciri-ciri 
konsumen yang terinformasi yakni:  
1 Memiliki tingkat pendidikan tertentu; 
2 Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup; 
sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan 
3 Lancar berkomunikasi. 
Dengan memiliki tiga potensi ini, konsumen mampu 
bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan 
perlindungan. 
b. Konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri konsumen 
yang tidak terinformasi, yaitu: 
1 Kurang pendidikan ; 
2 Termasuk kategori kelas menengah kebawah; 
3 Tidak lancar berkomunikasih 
Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya 




Selain ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi karena hal-
hal khusus dapat juga dimasukan kelompok anak-anak, orang tua, 
dan orang asing (yang tidak berkomunikasi dengan bahasa 
setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh 
Negara. Dalam perdagangan yang sangat mengandalkan informasi, 
akses kepada informasi yang tertutup, misalnya dalam praktik 
insider trading di bursa efek, dianggap sebagai bentuk kejahatan 
yang serius.( Celina tri siwi kristiyanti, 2009:35 ) 
Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi 
barang dan/atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya 
informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Mustahil 
mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki kemampuan 
dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang 
dikenal dengan consumer ignorance, yaitu ketidakmampuan 
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konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan 
keragaman produk yang dipasarkan dapat saja dimanfaatkan 
secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebab, hukum 
perlindungan konsumen memberikan hak konsumen atas informasi 
yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi 
yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif. 
4) Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan. 
Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan 
informasi adalah hak untuk didengar.Ini disebabkan karena 
informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau 
berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen.Untuk itu 
konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
Dampak negatif dari peredaran barang dan jasa 
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi 
tidak seimbang. Keadaan tersebut menjadikan kedudukan pihak 
konsumen menjadi lemah dibandingkan pelaku usaha.Oleh 
karenanya pihak konsumen yang dipandang lebih lemah secara 





6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk 
masalah yang baru.Oleh karena itu wajar bila masih banyak 
konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan 
hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin 
tinggi tingkatan kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi 
penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya 
pendidikan konsumen tidak selalu melewati jenjang pendidikan 
formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga 
swadaya masyarakat. 
Dalam banyak hal, perilaku usaha terkait untuk 
memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan 
konsumen ini. Pengertian pendidikan tidak harus diartikan sebagai 
proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin 
kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu 
produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus 
disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih 
komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari 
pendidikan konsumen yang menyisipkan program-program 
pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata 




7) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar 
yang diberikannya.Ia berhak mendapatkan ganti kerugian itu tentu 
saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas 
kesepakatan masing-masing pihak. 
Untuk menghindar dari kewajiban memberikan ganti 
kerugian, sering terjadi pelaku usaha mencantumkan klausul-
klausul eksonerasi/klausul baku di dalam hubungan hukum antara 
produsen/penyalur produk dan konsumennya. Klausula baku 
menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen adalah: 
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 
dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 
dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat 
dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 
 
Contoh klausulnya seperti “barang yang dibeli tidak dapat 
dikembalikan” merupakan hal yang lazim ditemukan pada toko-
toko. Pencantuman secara sepihak demikian tetap tidak dapat 




8) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
Dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang 
diinginkannya, konsumen berhak diperlakukan atau mendapatkan 
pelayanan secara benar dan jujur dari produsen tanpa adanya 
tindakan diskriminatif. Hal ini dimaksudkan agar konsumen 
memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar 
sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
lainnya. 
Dari Sembilan butir hak konsumen terlihat bahwa masalah 
kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen merupakan hal 
yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. 
Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam 
penggunaannya akan nyaman maupun tidak membahayakan 
konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk 
memilih barang dan atau/jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas 
keterbukaan informasi yang benar, jujur. Jika terdapat penyimpangan 
yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh 
advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi 





2. Kewajiban Konsumen 
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen kewajiban dari konsumen ialah sebagai berikut : 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produser 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Untuk mendapatkan kenyamanan berusaha bagi pelaku 
usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban 
yang diberikan kepada konsumen (Happy Susanto, 2008:34). 
1. Hak Pelaku Usaha 
Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 
1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
2) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 
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3) Melakukan pembelaan diri sepatunya didalam 
penyelenggaraan hukum sengketa konsumen; 
4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan 
atau/jasa yang diperdagangkan 
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
lainnya. 
2. Kewajiban Pelaku Usaha 
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen kewajiban pelaku usaha sebagai berikut: 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur, serta tidak diskriminatif; 
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 




6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian 
3. Peran Serta Pemerintah 
Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju dan 
agar standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, 
maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan 
mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. 
Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk 
yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, 
mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan 
peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik 
kesehatan maupun keuangannya. 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan 
yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat 
ditempuh pemerintah adalah: 
a. Registrasi dan penilaian. 
b. Pengawasan produksi. 
c. Pengawasan distribusi. 
d. Pembinaan dan pengembangan usaha. 
e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga. 
Peranan pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan 
yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara 
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kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi 
semua pihak. Sehingga tercipta lingkungan berusaha yang sehat 
dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Dalam 
jangka pendek pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung 
dan cepat masalah-masalah yang timbul. 
Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 
tentang Pangan menjelaskan bahwa pemerintah berwenang 
mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2). Kewenangan pemerintah ini diikuti dengan 
persyaratan, yaitu bila kerugian yang ditimbulkan itu dalam jumlah 
materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Selanjutnya, 
dikatakan bahwa gugatan itu diajukan untuk kepentingan orang 
yang mengalami kerugian dan atau musibah.(Janus Sidabalok, 
2010:139) 
Pasal 43 Undang-Undang Pangan memberi kemungkinan 
kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila 
timbul kerugian dalam jumlah besar atau korban yang tidak sedikit. 
Pemerintah sebagai wakil dari konsumen berwenang mengajukan 
gugatan ganti rugi tanpa terlebih dahulu memperoleh kuasa khusus 
dari konsumen. 
Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangat 
penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan 
penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk 
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memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Dalam 
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
menyatakan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas 
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang 
menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta 
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. 
Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung 
makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan 
aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-
undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Pembinaan juga dilakukan 
kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya 
konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-
haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional (Janus 
Sidabalok, 2010:177). Sementara itu, tanggung jawab pemerintah 
dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya 
membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga 
hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha 
(Happy Susanto, 2008:63). 
Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menyebutkan bahwa “Pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan 
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan 
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oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat”. 
Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku 
usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau 
jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, 
serta pelayanan purnajual barang dan/atau jasa (Happy Susanto, 
2008:67). 
 
B. Definisi dan Pengertian Home Industry 
1. Pengertian Home Industry 
Secara harfiah, Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun 
kampung halaman, sedang Industri, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang 
dan ataupun perusahaan. Jadi, Home Industry adalah rumah 
usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. 
Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan 
ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara 
jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil 
adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta 
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil 
penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Kriteria 
lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah: milik WNI, berdiri 
sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha 
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menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, 
baik berbadan hukum maupun tidak.  
Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota 
permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, Home 
Industry termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan 
kekayaan kurang dari 200 juta. Home Industry juga dapat berarti 
Industri Rumah Tangga, karena termasuk dalam kategori usaha 
kecil yang dikelola keluarga. 
Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah 
Tangga (Home Industry) yaitu : 
1.  Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga 
2. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang 
3. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual 
hingga alat semi otomatis. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan 
Pasal 1 angka 16 dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga 
dijelaskan : 
“Industri Rumah Tangga pangan adalah perusahaan pangan 
yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan 
peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 
 
Home Industry pada umumnya memusatkan kegiatan di 
sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan 
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berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, 
karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat 
dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin 
komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi 
ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi, karena masing-
masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, 
kerabat dan juga warga sekitar. 
Ada beberapa bentuk dan jenis Home Industry yang dikenal 
oleh masyarakat, seperti : 
a. Home Industry bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), contoh : 
Face Lotion (Lotion Muka), Skin Tonic Lotion, Cleansing 
Cream, Bedak Powder, Minyak Rambut Kental, Minyak 
Rambut Hair Cream. 
b. Home Industry bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : sabun 
mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi. 
c. Home Industry bidang obat-obatan ringan, contoh : minyak 
angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.  
d. Home Industry bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik 
pisang, emping.  
e. Home Industry bidang minuman, contoh : soda, jus buah. 
Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha 
Home Industry adalah dengan cara menitipkan barang hasil 
produksinya pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat di 
sekitar tempat usaha mereka.  
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Produk pangan Home Industryadalah makanan yang sangat 
rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama 
sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan 
kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. 
Arti kualitas dalam hal ini lebih diutamakan pada kemampuan 
makanan bertahan dalam batasan waktu yang relatif lama dan 
mutu dari makanan tersebut. 
Dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang no. 7 tahun 1996 
tentang Pangan diatur mengenai kualitas dan mutu dari suatu 
produk pangan yaitu : 
 
“Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria 
keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar 
perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan 
minuman.” 
 
Setiap orang yang akan memproduksi pangan untuk 
diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu 
dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang 
diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa 
di laboratorium sebelum diedarkan. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kandungan gizi dalam suatu produk pangan olahan 
tertentu, Pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan 
tentang komposisi pangan tersebut. 
Pasal 24 ayat 2 undang-undang no. 7 tahun1996 tentang 
Pangan mengatur tentang mutu dan gizi pangan yakni dijelaskan : 
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“Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, 
Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan 
pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan.” 
 
Yang dimaksud dengan "pangan tertentu yang 
diperdagangkan" pada ayat ini adalah produk pangan yang atas 
pertimbangan manfaat, nilai gizi, dan aspek perdagangan harus 
memenuhi standar mutu tertentu. Penetapan standar mutu 
pangan oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 
tersebut diatas, merupakan upaya standarisasi mutu pangan yang 
akandiedarkan, dan terutama berguna sebagai suatu tolak ukur 
yang objektif bagi setiap pangan yang akan diedarkan. Hal initidak 
berarti bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh kalangan yang 
berkepentingan di bidang pangan tidak diakui keberadaannya, 
misalnya, yang ditetapkan oleh asosiasi dibidang pangan, 
terutama apabila standar mutu tersebut lebih tinggi daripada 
standar mutu yang ditetapkan Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah 
perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan pemenuhan 
standar mutu yang ditetapkan bagi produksi pangan tertentu yang 
diperdagangkan, terutama dalam rangka mewujudkan 
perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. 
 
2. Izin Produksi Makanan dan Minuman 
Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, 
yang paling penting adalah memiliki IzinDinas Kesehatan, karena 
berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan 
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Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh 
produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus 
memiliki Izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri 
rumahan (Home Industry). Untuk melindungi masyarakat dari 
produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan 
konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan 
pangan. 
Pihak Badan POM memang tidak main-main mengenai Izin 
produksi makanan dan minuman, karena hal ini bertujuan untuk 
mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan 
yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari 
masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang akan 
dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, 
harus didaftarkan dan mendapatkan nomor  pendaftaran dari 
Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Bagi Badan 
POM, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-
produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus 
akan mudah ditelusuri siapa produsennya 





Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi 
industri rumahan yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan 
sanksi berupa : 
1. Penutupan industri 
2. Penarikan semua barang hasil industri yang beredar di 
pasaran 
3. Pelarangan Izin beredar 
4. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling 
berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 
bulan dan/atau denda yang besarnya variatif. 
Dasar hukum dalam pemberian Izin terhadap Industri Rumah 
Tangga adalah perda kabupaten/kota setempat, Keputusan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.  00.05.5.5.1640 
Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman  Tata Cara Penyelengggaraan 
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 
00.05.5.5.1641 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan 
Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 
00.05.5.5.1639 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman 
Cara  Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga. 
43 
 
Adapun untuk mengurus Izin produksi makanan, minuman, 
dan/atau obat-obatan harus memenuhi syarat administratif, yaitu : 
1. Surat Permohonan Izin produksi makanan atau minuman 
kepada Dinas Kesehatan 
2. Data Produk makanan atau minuman yang diproduksi 
3. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang 
diproduksi 
4. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman 
yang diproduksi (label atau merek yang kemudian akan 
dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses 
produksi. Jika ada ketidakcocokan akan disesuaikan oleh 
petugas dari Dinas Kesehatan). 
5. Peta Lokasi produksi. 
6. Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan. 
7. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab 3X4 cm 
8. Untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan 
laboratorium air baku. 
Secara umum, tidak semua permohonan Izin produksi 
makanan atau minuman serta obat tradisional diterima dan 
dikabulkan oleh Dinas Kesehatan. Ada beberapa produk makanan 
dan minuman, yang akan beredar di pasaran harus mendapatkan 
Izin dari Dinas Kesehatan dan Badan POM, yaitu : 
1. Susu dan hasil olahannya 
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2. Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses 
dari/atau penyimpanan beku 
3. Pangan kalengan 
4. Makanan bayi 
5. Minuman beralkohol 
6. Air minum dalam kemasan 
7. Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI 
(Standar Nasional Indonesia) dan pangan lain yang 
ditetapkan badan POM. 
Berdasarkan peraturan badan Pengawas obat dan Makanan 
no.HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara 
Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga maka mekanisme dari pengurusan Izin produksi makanan 
dan minuman Industri Rumah Tangga yaitu : 
1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis 
kepada Kelapa Dinas Kesehatan dengan dilengkapi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan 
persyaratan yang telah ditentukan 
3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan 
pangan secara kolektif 
4. Pemeriksaan setempat sarana produksinya 
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5. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin yang 
diajukan. 
6. Menyusun konsep Izin dan meneruskan kepada yang 
berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang 
berlaku 
7. Menandatangani konsep Izin 
8. Menyampaikan surat keputusan izin kepada pemohon 
setelah membayar retribusi 
9. Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas kesehatan 
akan melakukan penyuluhan produksi pangan yang sesuai 
standar kepada pengelola. Selama penyuluhan dan 
pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau 
ke lokasi produksi. 
Jika semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi 
dan kondisi di lapangan tempat produksi Industri Rumah Tangga 
yang akan mengajukan permohonan sudah memenuhi syarat 
maka Izin tersebut akan diberikan. 
Dengan adanya izin produksi yang telah dimiliki maka pelaku 
usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang 
bisa menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan 
tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan 
yang dihasilkan secara luas dengan resmi, selain itu keuntungan 
tambahan dari pengurusan Izin ini, Jika pada saat dilakukan survey 
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oleh petugas dari Dinas Kesehatan ternyata dilihat bahwa industri 
tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan 
ataupun untuk efisiensi, maka pihak kesehatan dengan dana dari 
pemerintah daerah, kadang kala akan menyumbangkan alat 
penunjang industri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Industri 
Rumah Tangga tanpa memungut biaya. Misalnya plastik kemasan, 
alat press kemasan, label/logo industri, alat vacum untuk 
penggorengan makanan dan peralatan lain yang dibutuhkan. 
Selain itu, dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman 
akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen 
sehingga akan meningkatkan daya jual produk pangan dari hasil 
industri rumahan. 
C. Badan Pengawas Obat Dan Makanan 
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan 
POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas 
mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di 
Indonesia.Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan 
tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. 
(www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan Makanan) 
Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 
Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat 
dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan lembaga 
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pemerintah Non-Departemen, yang menyampaikan saran dan 
pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada 
presiden dengan tembusan kepada menteri kesehatan  yang 
dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi 
dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi 
pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang 
timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud. 
Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor 
pusat pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota 
Negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (Sembilan 
belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) 
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. 
2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres no. 166/2000 , yaitu 
dalam Pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai 
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
- undangan yang berlaku. 
Mengenai tugas dan wewenang dari BPOM yang lebih 
spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
264A/MENKES/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 
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tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan 
Obat dan Makanan. 
Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka  fungsidari 
Badan POM antara lain : 
1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi 
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi 
berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik 
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar 
4. Post marketing vigilance termasuk sampling dan 
pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi 
dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum. 
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk 
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat 
dan makanan 
7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk 
peringatan publik. 
3. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Pada Pasal 69 Keppres no. 3 tahun 2002, dalam 
menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 68 Keppres No. 3 Tahun 2002, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan mempunyai kewenangan untuk : 




b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 
pembangunan secara makro 
c. Penetapan sistem informasi di bidangnya 
d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan 
(zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan 
pedoman pengawasan dan peredaran obat serta 
pengawasan industri farmasi 
e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta 
pengawasan industri farmasi 
f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, 
pengembangan dan pengawasan tanaman obat. 
4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan 
“Perpanjangan Tangan“.dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 
yang terletak di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia. 
Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
BPOM, maka BBPOM terdiri dari : 
Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, 
Kosmetika, dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas 
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara 
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laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk 
terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk 
komplimen. 
a. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang 
mempunyai tugas : 
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 
secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang 
pangan dan bahan berbahaya. 
b. Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas : 
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 
secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara 
mikrobiologi. 
c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas : 
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 
setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan 
pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan 
serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk 
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat 




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas 
maka Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan 
penyidikan obat dan makanan 
b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 
pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di 
bidang terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, 
obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen 
c. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh 
dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan 
berbahaya 
d. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum 
e. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan 
obat dan makanan 
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari : 
a. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan 
setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan 
sarana produksi dan distribusi, produk terapetik, narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, 
produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya 
b. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan 
terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, 
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narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, 
kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya 
Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen Melaksanakan 
penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan 
laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 
dan layanan konsumen 
Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari : 
a. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, 
sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi 
konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi 
konsumen 
b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan 
c. Pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan 
dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar 







Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai dua 
kewenangan, yaitu : 
1. Kewenangan Preventif 
Kewenangan preventif biasa juga disebut kewenangan pre 
market adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan 
sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan 
melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk sarana produksi 
serta distribusi produk tersebut. 
2. Kewenangan Represif  
Kewenangan represif dapat juga disebut kewenangan post 
market adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk 
obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat, dengan 
proses : 
a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat 
dan/atau makanan 
b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk 
yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk 
yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai 




Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium 
terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi 
syarat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang 
untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan 
pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak 
mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada 








A. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya pada 
1. Dinas kesehatan Kota Makassar. 
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar. 
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Makassar. 
4. Produsen home industri : 
- Roti Sico Jl. Kesejahteraan Selatan II blok C No. 139 BTP 
Makassar. 
- Pabrik air tahu Jl. Poros Malino No. 131 Sungguminasa Gowa 
- Teh funky Jl. AMD Borong Jambu blok B 2 No. 2 
- Keripik singkong Jl. Abd. Daeng Sirua No. 216 E 
5. Konsumen pengguna produk Industri Rumah Tangga. 
 
B. Jenis dan sumber data 
1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data, 
melalui wawancara atau tanya jawab bersama responden dan 
narasumber. Narasumbernya yaitu Kepala Balai Besar Pengawas 
Obat Dan Makanan Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Makassar, serta ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
Kota Makassar, 4 produsen Home Industry dan 50 responden 
yakni konsumen yang menggunakan produk Home Industry. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang sudah 
tersaji di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar 
Dinas Kesehatan Kota Makassar, serta Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia tentang produk Home Industry yang tidak 
memiliki Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT) dan registrasi 
Dinas Kesehatan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan  
dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yang 
dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian. 
2. Kuisioner, yaitu usaha pengumpulan data secara tidak langsung 
melalui daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden. 
 
D. Analisis data 
Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun 
data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas 
dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertanggungjawaban Produsen Yang Tidak Memiliki Registrasi 
Dinas Kesehatan. 
Pertanyaan yang sering muncul ketika membicarakan 
masalah mengenai industri rumah tangga adalah siapa yang 
bertanggung jawab atas kasus banyaknya beredar produk makanan 
atau minuman  yang tidak memiliki atau memegang  izin dari dinas 
kesehatan khususnya dinas kesehatan kota Makassar?. Pada 
Pasal19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang paling bertanggung jawab 
adalah produsen makanan atau minuman industri rumahan (home 
industry). 
 Pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan kepada 
konsumen sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. Registrasi terhadap suatu produk 
pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga (Home Industry) 
merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan 
suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. 
Registrasi untuk produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga 
(Home Industry) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, agar produk 
pangan tersebut secara sah dapat beredar di pasaran. 
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Masalah makanan dalam hal ini makanan olahan yang 
beredar di pasaran merupakan masalah yang harus mendapat 
perhatian khusus dalam upaya penyelenggaraan kesehatan secara 
keseluruhan. Adanya peningkatan produksi secara besar-besaran 
yang dilakukan oleh industri makanan, bukan berarti tidak 
menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah karena produksi yang 
dihasilkan harus tetap terkendali dan diawasi dengan seksama, agar 
produk makanan tersebut mempunyai mutu dan keamanan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban 
produsen Industri Rumah Tangga (Home Industry) yang ada di kota 
Makassar terhadap konsumen. Penulis menyebarkan kuisioner 
tentang keamanan mengonsumsi makanan hasil olahanIndustri 
Rumah Tangga (Home Industry) yang tidak memiliki izin dari dinas 
kesehatan kota Makassar.  
Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa layak/ 
aman  atau tidak layak-nya produk makanan atau minuman industri 
rumah tangga untuk dikonsumsi oleh konsumen dapat dilihat pada 





Layak/ aman  atau tidak layak-nya produk makanan atau 
minuman industri rumah tangga untuk dikonsumsi oleh 
konsumen. 
Hasil Frekuensi/ responden Persentase (%) 
ya 29 58 % 
Tidak 21 42 % 
jumlah 50 100 % 
 
Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2011 
 
Pada tabel ini terlihat bahwa 29 responden menjawab produk 
Industri Rumah Tangga (Home Industry) mengatakan layak atau aman 
dikonsumsi dan 21 responden mengatakan bahwa produk Industri 
Rumah Tangga (Home Industry) mengatakan tidak layak atau tidak 
aman untuk di konsumsi.  
Hasil penelitian penulis berikutnya menunjukkan bagian 
kemasan produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) yang 
diperhatikan konsumen pada saat membeli produk pangan Industri 









Bagian Kemasan Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) 




Merek 6 12 % 
Harga 7 14 % 
Label 7 14 % 
Lain-lain (rasa) 30 60 % 
Jumlah 50 100 % 
 
Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2011 
Pada tabel ini terlihat bahwa yang memperhatikan  label 
adalah 7 responden. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya 
kesadaran dari konsumen untuk memperhatikan label (izin Dinas 
Kesehatan) produk pangan Industri Rumah Tangga (Home Industry) 
pada saat membeli. Kemudian pada tabel ini juga terlihat bahwa 7 
responden memperhatikan harga dan 6 responden lebih 
memperhatikan merek. Pada table ini juga menunjukkan 30 
responden hanya memperhatikan Lain-lain (rasa), Ini menunjukkan 
bahwa keinginan konsumen dalam memperoleh informasi atas produk 
pangan yang mereka beli agar aman dikonsumsi masih sangat 
kurang. Mereka hanya mementingkan harga yang murah serta rasa 
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yang enak ketika akan membeli suatu produk pangan Industri Rumah 
Tangga.   
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 
wawancara terhadap salah satu responden yang menggunakan 
produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) berupa minuman 
susu kedelai yang berinisial “BM”, bahwa setelah BM mengonsumsi 
minuman tersebut ternyata selang beberapa menit BM mengalami 
beberapa gangguan kesehatan seperti sakit perut kemudian mual-
mual akibat mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga (Home 
Industry). (10 September 2011). 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu St. 
Ardyanti selaku pemilik Roti Sico (14 September 2011) mengatakan 
bahwa apabila ada konsumen yang merasa dirugikan akibat 
penggunaan produknya maka bentuk tanggung jawab yang dilakukan 
adalah menarik produknya dari pasaran dan lebih memperhatikan 
bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksinya. Untuk 
pemberian ganti rugi materi berupa uang atas pembiayaan / kerugian 
lain yang ditimbulkan oleh produk tersebut tidak dilakukan oleh 
produsen industri rumah tangga dengan alasan keterbatasan modal. 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Sudar pemilik 
industri susu kedelai (15 September 2011) dan bapak Muh. Yasir 
pemilik industri minuman teh funky (16 September 2011) bahwa 
apabila ada konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan 
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produknya maka bentuk tanggung jawab dari produsen Industri 
Rumah Tangga yaitu menarik produknya dari pasaran. 
Adapun pendapat berbeda yang dikemukakan oleh ibu 
Warda Mustari pemilik usaha industri keripik singkong (17 September 
2011) dari hasil wawancara penulis bahwa bentuk tanggung jawab 
produsen apabila ada produknya yang menyebabkan kerugian kepada 
konsumen yaitu selain menarik produk yang berada dipasaran, juga 
memberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 
konsumen. 
Hal senada juga dikemukakan dari Pihak Badan Pengawas 
Obat Dan Makanan (BPOM) yang diwakili oleh ibu Adilah Pababari 
selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan (Kabid Pemdik) 
hasil wawancara penulis (11 Oktober 2011), mengatakan bahwa jika 
konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi makanan 
home industry yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan (P-IRT), maka 
bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Produsen tersebut yaitu 
melakukan penarikan tehadap produk yang beredar dimasyarakat.  
Adapun ketentuan yang lebih mengikat bahwa produsen 
yang harus bertanggung jawab yaitu berdasarkan undang undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 ayat 1 
menyatakan bahwa yaitu pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal 
memberikan ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan atau 
kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang 
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dihasilkan atau di perdagangkan. Ganti kerugian yang dimaksud yaitu 
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa 
yang sejenis dan setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau 
pemberian santun sesuai dengan kerugian yang di derita oleh 
konsumen( pasal 19 ayat 2). 
 
B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Produk Pangan 
Industri Rumah Tangga (Home Industry) yang Tidak Memiliki Izin 
Dinas Kesehatan. 
Izin produksi terhadap suatu produk pangan merupakan 
syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum produk pangan tersebut 
beredar di masyarakat yang dijelaskan dalam Keputusan Kepala 
BPOM No. HK. 00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara 
Penyelenggaraan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 
Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 43 ayat (2). Walaupun aturan tentang 
izin produksi produk pangan Industri Rumah Tangga mensyaratkan 
agar sebelum diedarkan setiap produk pangan harus didaftarkan guna 
mendapatkan izin produksi, pada kenyataannya masih banyak 
dijumpai beredarnya produk pangan hasil olahan Industri Rumah 
Tangga yang beredar tanpa izin produksi. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Pasal 47 ayat (2) pemerintah 
dalam hal ini Dinas Kesehatan kota Makassar apabila ada konsumen 
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yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk Industri Rumah 
Tangga  yang tidak terdaftar maka pemerintah akan melakukan 
tindakan berupa penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan 
izin beredar, serta penutupan industri. 
Tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan 
penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi bagian yang 
penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan 
dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh 
para pelaku usaha. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muh. Irwan, 
selaku Seksi Kesehatan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Pengawasan 
Obat dan Makanan (12 September 2011) dijelaskan bahwa 
pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan kota Makassar melakukan 
pengawasan terhadap produk pangan Industri Rumah Tangga yang 
beredar di masyarakat. Dinas Kesehatan sesuai dengan salah satu 
fungsinya melakukan Post Market Surveilance, yakni Dinas Kesehatan 
melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah diberikan 
izin produksi serta mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran 
guna menghindari produk pangan Industri Rumah Tangga yang dapat 
membahayakan kesehatan konsumen. 
Bapak Muh. Irwan juga mengatakan bahwa proses 
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan 
mendatangi langsung lokasi Industri Rumah Tangga tersebut dan 
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memeriksa sarana produksi serta lokasi di sekitar tempat produksi 
produk pangan Industri Rumah Tangga. 
Selanjutnya, Bapak Muh. Irwan mengatakan bahwa upaya 
pengendalian produksi, distribusi dan peredaran produk pangan 
Industri Rumah Tangga dilakukan dengan cara menghimbau kepada 
setiap supermarket atau toko-toko tempat penjualan produk pangan 
Industri Rumah Tangga agar tidak menerima produk-produk pangan 
Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. 
Himbauan tersebut juga disampaikan kepada setiap kepala sekolah 
agar memeriksa setiap jajanan-jajanan yang terdapat di wilayahnya. 
Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Adilah Pababbari 
selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan (Kabid Pemdik) 
BBPOM Kota Makassar(11 Oktober 2011) yang mengatakan bahwa 
BBPOM dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan setiap 3 bulan 
sekali di pasar-pasar tradisional maupun supermarket guna mencegah 
beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Melalui 
kegiatan ini BBPOM melakukan pemeriksaan, sampling dan uji 
laboratorium untuk setiap produk pangan Industri Rumah Tangga 
yang beredar di masyarakat. Jika dalam pengawasan terdapat produk 
pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas 
Kesehatan maka BBPOM dan Dinas Kesehatan akan menariknya dari 
pasaran dan memberikan himbauan kepada toko dan supermarket 
agar tidak menerima lagi produk pangan tersebut serta melakukan 
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pembinaan kepada produsen Industri Rumah Tangga agar mau 
mendaftarkan produk pangan hasil olahannya. 
Sampai sejauh ini  belum ada laporan pengaduan konsumen 
yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk pangan Industri 
Rumah Tangga yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan. Meskipun 
belum ada laporan yang masuk tetapi perlindungan kepada konsumen 
atas produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas 
Kesehatan sudah dilakukan yakni konsumen dapat mengadukan ke 
BBPOM kota Makassar melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ambo 
Masse salah satu staf pada Yayasan Lembaga Konsumen kota 
Makassar (4 September 2011) mengatakan sejauh ini belum ada 
laporan dari konsumen yang mengadu mengalami kerugian akibat 
mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin 
dari Dinas Kesehatan, padahal dalam kenyatannya beberapa 
konsumen mengalami kerugian telah mengonsumsi produk Industri 
Rumah Tangga yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena 
berdasarkan tinjauan ilmiah dampak dari penggunaan produk tersebut 
baru akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama sehingga 
kebanyakan dari konsumen tidak menyadari hal tersebut. Selain itu, 










Bertitik tolak dari pembahasan terdahulu dan mengacu pada 
rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dapat penulis 
simpulkan bahwa : 
1. Bentuk pertanggungjawaban produsen makanan khususnya 
Industri Rumah Tangga (Home Industry) yang tidak memiliki izin 
dari Dinas Kesehatan terhadap konsumen atas produknya yang 
beredar di pasaran, bahwa berdasarkan wawancara penulis 
bahwa produsen  hanya terbatas pada lebih memperhatikan lagi 
bahan baku yang digunakan dalam mengolah produknya. Apabila 
terjadi kerugian terhadap konsumen baik itu kerugian materi 
maupun fisik maka upaya yang biasa ditempuh oleh produsen 
yaitu selain menarik produknya yang beredar di pasaran maka 
produsen juga memberikan ganti kerugian sesuai dengan apa 
yang diinginkan oleh konsumen. Adapun ketentuan yang lebih 
mengikat bahwa produsen harus bertanggung jawab, berdasarkan 
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa yaitu pelaku 
usaha bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugian 
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di 
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perdagangkan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Ganti 
kerugian yang dimaksud yaitu berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan atau jasa yang sejenis dan setara 
nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santun 
sesuai dengan kerugian yang di derita oleh konsumen. 
2. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap konsumen apabila ada 
yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk pangan 
olahan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin hanya 
terbatas melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui 
penyebab kerugian dan menanggung biaya pemeriksaan sampel 
produk makanan yang telah dikonsumsi oleh konsumen di 
laboratorium. Melakukan pembinaan kepada konsumen melalui 
media massa tentang produk pangan olahan Industri Rumah 
Tangga (Home Industry) yang aman dan layak untuk dikonsumsi. 
Memberikan sanksi sosial dan pembinaan kepada produsen yang 
produknya terbukti menyebabkan kerugian. Melakukan mediasi 
antara produsen dengan konsumen yang telah merasa dirugikan. 
 
B. SARAN 
Agar tercipta rasa aman dalam mengonsumsi produk pangan 
hasil olahan Industri Rumah Tangga (home industry), maka semua 
pihak mulai dari pihak pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah 
melalui aparatnya dalam hal ini BBPOM dan Dinas Kesehatan harus 
memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran konsumen melaporkan ke 
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BBPOM jika mendapatkan produk pangan hasil olahan Industri 
Rumah Tangga (home industry) yang tidak memiliki izin dapat 
membantu pihak BBPOM dan Dinas Kesehatan dalam mencegah 
produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga (home industry) 
yang tidak memiliki izin beredar di masyarakat. Kesadaran serta 
tanggung jawab juga perlu dikembangkan oleh pihak produsen 
Industri Rumah Tangga (home industry) agar menyadari bahwa dalam 
memproduksi suatu produk pangan khususnya produk pangan hasil 
olahan Industri Rumah Tangga (home industry) produsen sebaiknya 
bertanggung jawab tidak hanya menyangkut keamanan produknya 
ketika dikonsumsi oleh konsumen, tetapi juga harus bertanggung 
jawab atas semua akibat yang disebabkan oleh proses produksi yang 
dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Untuk 
menghindari adanya kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu 
materi maupun fisik, sebaiknya produsen berhati-hati dalam setiap 
proses produksi agar kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen ketika 
mengonsumsi produk pangan tersebut dapat dihindari sedini mungkin. 
Untuk lembaga atau instansi yang berperan dalam melindungi 
konsumen, sebaiknya Badan POM dan Dinas Kesehatan juga 
melakukan pengawasan terhadap toko-toko dan warung kelontong 
yang menjual produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga 
(home industry) agar tidak terdapat produk pangan yang tidak memiliki 
izin yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan yang dilakukan 
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juga harus lebih diperketat denga tidak terbatas hanya pada Industri 
Rumah Tangga (home industry) yang telah terdaftar tetapi juga harus 
melakukan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga (home 
industry) yang tidak terdaftar sehingga konsumen merasa aman dalam 
mengonsumsi produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga 
(home industry). Melakukan sistem jemput bola dalam proses 
penyuluhan keamanan pangan agar produsen Industri Rumah Tangga 
mengerti akan pentingnya keamanan dalam melakukan proses 
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